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Alat Peraga Pilwali

Dianggarkan Rp 700 Juta
Denpasar (Bali Post) -

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota(Pilwali) Denpasar dipastikan akan bisa ber_
langsung Desember 201b mendatane. Men!,usul
1:Tya pglsyaratan bakal calon sudih lengkap.
Bahkan. KPU Denpasar telah menyosialisafi_kan
ketentuan kappanye dan persyaratannya kepada
para Dakal ca.ton dan trm pemenangannya, Selasa
(8/9) kemarin.
_ _Ketua KPU Denpasar I Gede John Darmawan

4a lam sosialisasi tersebut mengatakan, semra per-
ler,Ukapan kampan-ye, benrpa uirt p.*gu p*un!,un
caron aran menJadr tanggung jawab KpU. Bukan
hanya itu, pemasangan iklan & media cetak mau-
plll,elektronik jye, relah menjadi kewenangan

^ru. ruwnya,.trm pemenangan masing_masing
glon penyerahkan desainnya ke KpU, kemud.ian
diserahkan kepada media. 

-KpU 
yang -"rr*.trr"semua itu," ujar John Darmawan.

KPU telah menganggarkan dana Rp 700 juta
unruK pembuatan alat pelaga ini. Namun, pagu
anggann ini bisa saja berubah, sesuai denean hasil
penawaran pihak rekanan. Karena saat iii masih
{glam-prose-s tender. Demikian pula untuk ikian
t,T"fu, pihaknya *e.rgattggu"kan Rp 300 juta
selama masa kampanve rni.

- John Darmawan mengatakan, untuk baliho
ditetapkan sebanyak limi unit p"" .utr.^lorr,
umbul-umbul sebanyak I0 unit per pur^rrlurr,
spancluk sebanyak 2 lembar per desa. pamlet,
prayer atau seJemsnya mendapat jatah sebanvak
45-000 per pa-sangan. "Di luar alat peraga ini tidak
Doteh lagl ada pemasangan. Karena sanksinva
cukup ber?t. yakni digugurkan menjadi calon,'.
Kam ijohn lJarmawan.
. Pada kesempatan tersebut, komisioner KpU

J uga menekankan tentan g a t u ran_at u_ra n kam oa_
nyetermasuk pemasangan alat peraga dan seLa_
ran kampanye. yang jika dila n gg* -uiu pu.rne;.,
caton Qlaslon) bersangkutan akan dibatalkan dan
troaK drperkenankan mengiluti pilwali.

Terkait hal ini, Ketua Tim pemenangan pasan_
gan Calon_ I Made Arjaya-A.A. Ayu nai"Sunairi. t
,wuy?n Wariyana. Wandhira. mempertanyakan
Dagarmana jrka ada simpatisan atau warga yang
sama sekali tidak masuk dalam tim v"""n -"_masang atribut kampanye di depan ,umu"hrryu.
Atas-pertanyaan ini, John Darmawur, -"rr.sa.-kan. hal tersebut tidak diperbolehkan.

Sementara itu, Sekreiaris Tim pemenansan
pasangan I.B. Rai Dharmawijaya Mantra_IbN
Jaya Neg_ara, I Kadek Agus Arya Wiil;; il;
mengusulkan jika ditemukan pelanggarun'uii.
pemasangan atribut kampanye tersebut. KpU
diminta supaya berkoordinasi i""gu" *-;; fi-
pemenangan untuk ikut ke lapangan melakukan
penurunan lelqama instansi terkait. (kmb12t- 
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Insentif Upah Pungut PBB

Keberatan Perangkat
Desa Gagal Diakomodir
Singaraja (Bali Post)

H-r"ap.o para perangkat desa di B-uleleng-qltu\
meninjau penghapusan upah pungut (UP)-Pa-jak Bulpi
dan Bingutt."tt (Peg) dipastikan gagal diakomodir'
Hrt itti kit"tt. pemerintah pusat tetap mengacl p-ada

ketentuan Perituran Pernerintah (PP) No' 69 Tahun
iOiO t"ttt"ng insentif PBB terhadaP instansi pela\-

""o". 
O"t.ri ketentuan itu diatur besaran insentif

Up FSg diatur 5 persen dari target pungutan PBB
dalam setahun. UntuA mengakomodir keluhan p-ara
p"i"gu" p"ngut PBB di lapangan, pemkab disarankan
Ie";-;";"k-simalkan tiheria upah pungut melalui
piogta* yang terkait dengan PBB.

(,.i\r)

,i:;; rri:'..^-
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Hal itu diungkaPkan
Kepala Dinas PendaPatan
Daerah (Dispenda) Buleleng
Ida Bagus Puja Erawan, S.H.,
Selasa (8/9) kenarin. Puja
mengatakan, kePutusan tidak
mengakomodir halaPan Pala
Deranekat desa keluiahan di
buleleng setelah PihaknYa
bersama instansi terkait dan
Forum Komunikasi (Forkom)
Perbekel melakukan konsul-
tasi ke Biro Hukum DePdagri
RI. Dari penjelasan itu, Pem-
bagian UP PBB kePada Petu-
gai pungut diatur melalui PP
No. 69 Tahun 2010 tentang in-
sentif PBB terhadaP instansr
pelaksana.

Sesuai aturan ltu'
persentase pembagian UP
PBB ditetapkan 5 Persen dari
total pungutan yang diterima
Kepala Daerah, Wakil KePala
Da-erah. Sekretaris Daerah
dan instasi yang melSksana-
kan dalam hal ini DisPenda.
Untuk petugas di bawahnYa
seperti camat, Perbekel. lurah
dari kepala dusun dan kePala
lingkungan, UP-nya diambil-
kan daribagian Dispenda. UP
ini biasanya dibagikan set-
elah akhir tahun yang diPer-
kirakan hanya bekisar RP 31

iuta untuk setiaP kecamatan.
.Iatah ini kemudian harus
dibagi iagi dengan seluluh
petugas yang ada di desa dan
keiurahan.

"Karena yang dibagi kecii
dan pembaginya banyak itu

ada yang dapat hanya Rp
7.500. Dan kalau j'atahnya
sebesar itu terus harus mem-
buat rekening. Dan ini sudah
kami sampaikan, namun
pusat meminta kita tetap
mengacu ketentuan yang
sudah ada," tegasnya.

Menurut Puja, keberatan
petugas pungut telbarvah lan-
taran jumlah UP yang 4itei'-
ima tidak sebanding dengan
qembuqLal rekening. Dalam

peurbukaau rekening. mini-
mal saldo awal sebesar RP 100
ribu, sedangkan UP Yang
diterima di bawah RP 100
ribu setiap tahun. AkibatnYa,
petugas terbawah belakangan
ini mulai tidak peduli dengan
tugas dan tanggung jawabnYa
sebagai penyebar SPPT ter-
masuk petugas Pungut. Atas
keputusan itu, pihaknYa akan
menugaskan Petugas Pungut
itu untuk rnemaksimalkan
tugasnya melalui Program
yang belkaitan dengan PBB.
Dengan upaya ini, Petugas
punqut itu akan diberikan
honJr tambahan, sehingga
bisa ruenambah penghasilan-
nya. Para petugas tersebut,
telah merancang dua Program
yang akan melibatkan Para
petugas pungut tersebut.
Program itu nrasing-masing
validasi data base wajib PBB
dan penagih piutang. Kedua
program itu diharaPkan da-
.pq!-memPerb alki datq' base

"Karena yang dibagi kecil dan

pernbaginya banyak itu ada

yang dapat hanya RP 7.500.

Dan kalau iatahnya sebesar itu

terus harus membuat rekening.

Dan ini sudah kamisamPaikan,

namun pusat meminta kita

tetap mengacu ketentuan Yang

sudah ada."

Bali posukmb3g

Ida Bagus Puja
Erawan, S,H.

wajib pajak dan bisa men-
gurangi piutang yang ada.
"Kami diminta membuat ke-
bijakan yang bisa menambah
penghasilan para petugas
pungut, sehingga mereka ini
tetap bisa sebagai petugas
pungut," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebe-
lumnya, perangkat desa di
Buleleng mengajukan ke-
beratannya atas kebijakan
pemerintah yang memberikan
insentif upah pungut PBB.
Pembayaran UP lewat rek-
ening. Sayangnya, jatah UP
yang mereka terima tidak
sebanding dengan biaya pem-
bukaan rekening. Kebijakan
itu berlaku mulai tahun 2015,
karena semula pembayaran
dilakukan secara langsung.
Akibatnya, pernbahyaran
UP itu pun tidak jelas dan
banyak petugas yang menya-
takan mengundurkan diri.
(kmb38)
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Paksa Pegawai Honorer Bayar Jadi PNS

Jagrem dan Chandra l)ewi
Diadili Tipikor
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Denpasar (Bali Post) -
Didakwa atas mernaksa

membayar pegawai hrtnorer
Dinas Kebersihan dan Perta-
manan (DKP) Kabupaten Ta-
banan, Drs. Gede Jagrem yang
merupakan Kabid Peralatan
dan Angkutan DKP Tabanan
dan Nyoman Chandra Dewi
(terdakwa dallm berkas ter-

pisah), Selasa (8/9) kemarin
diadili di Pengadilan Tipikor
f)enpasar. Mereka diduga
meminta uang pada Pegawai
honorer yang sudah dinYa-
takan diterima sebagai calon
PNS tahun 2003, kemudian
diangkat menjadi PNS tahun
2014.

JPU Fatur !.ohqen dkk. di

depan majelis hakim pimpinan
Putu Gede Haryadi menga-
takan, perbutan terdakwa
dilakukan antara Desember
2012 sampai Desember 2014.
Sebagaimana dalam surat
dakwaan yang dibacakan se-
cara betgantian, terdakwa
dinilai telah melakukan be-
berapa perbuatan yang harus
dipandang sebagai perbuatan
yang berdiri sendiri, sehingga
merupakan beberapa kejaha-
tan, sebagai yang melakukan,
yang menyuruh melakukan
dan yang turut serta melaku-
kan, dengan maksud men-
guntungkan diri sendiri atau
orang lain, secara melawan
hukum, menyalahgunakan
kekuasaannya, memaksa
seseorang memberi sesuatu,
membayar atau menerima
pembayaran dengan poton-
gan, atau untuk mengerjakan
sesuatu bagi dirinya sendiri.
"Yakni, memaksa pegawai
honorer DKP, sudah dinya-
takan jadi qPNS tahun 2013
dan diangkat menjadi PNS
tahun 2014 merhbayar uang

sebesar Rp 5 juta sampai Rp
60 juta," terang jaksa'dalam
surat dakwaannya.

Pembayaran dimaksudkan
agar calon PNS ini dapat
diberikan SK CPNS dan PNS
tahun 2014. Dalam uraian
jaksa, ada 23 calon yang men-
jadi korban pemaksaan. Salah
satunya yang disebut di per-
sidangan adalah Ni Made Yu-
diani sebesar Rp 60 juta. saksi
Made Subagia Rp 60 juta, Ni
Gusti Ayu Sudiati Rp 40 juta,
Ketut Sudiana Rp 40 juta, Ni
Made Sujati Rp 5 juta, Ketut
Muliadi Rp 60 juta, Sulian-
tika Rp 60 juta, Sudiarta Rp
60 juta, dan sejumlah korban
lainnya hingga 23 orang.

Atas perbutan itu, terdakwa
dijerat dan diancam seba-
saimana diatur dalam Pasal
12 huruf e jo Pasal 18 ayat 1

hurufb, UU RI No. 31 Tahun
1999 tentang Tipikor, seba-
gaimana yang telah diubah
dan ditambah dengan UU
No. 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas UU RI No. 31
Tahun 1999 tentang Tipikor

jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KHUP,
jo 65 ayat 1 KHUP sebagai
dakwaan kesatu. Dan UU yang
sama jo Pasal 65 KHUP dalam
dakwaan kedua dan UU yang
sama lebih subsider Pasal 53
ayat 1 KHUP dalam dakwaan
ketiga.

Jagrem yang dikonfirmasi
usai sidang, apakah dia yang
hanya Kabid Peralatan dan
Angkutan DKP Tabanan se-
bagai korban dalam kasus ini?
Jagrem yang digiring jaksa ke
ruang tahanan tidak mau ban-
yak komentar. "Waktu masih
panjang. Ini masih lama,"
katanya.

Lantas, apakah merasa
menjadi korban? "Tanyakan
ke kuasa hukum saya ya,"
pintanya. Kuasa hukum ter-
dakwa, Agus Gunawan Pu-
tra, Gede Darmwan, Ngurah
Wirakusuma, Sukirman dan
Jelantik juga belum berani
memastikan soal isu itu. "Nan-
ti kita lihat dalam persidan-
gan saja ya. Nanti kan pasti
terungkap semuanya," jelas
Agus Gunawan. (kmb37)

SIDANG - Tersongka I Ged.e Jagrem
untuk mengikuti sidang p erd,ana 

-d'iDenpasar, Selasa (8/9) hemariy !er'rjiii"""i, -Selasa (s/9) himarin. Tersongha
teriait du.gaan horupsi di.DKP Tabanan'
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v Pemkab Belum

Cairkan Hibah-Bansos
Semarapura (Bali post) -

.Pemkab Klungkung lerpaksa belum men_carkan anggaran Rp 7,5 miliar yang ditujukan
Lepada masyarakat yang mengajukan proposal.
_r_enahanan anggaran ini menyikapi SE Menaagrl
No-900/462ZlSJ yang memperjeias UU Xo.zSTahun 2014 teniang p"*u"lrli"fo" b"""rtr.
Pasalnya,. p.-ad_a pa sal 29 8 ay at iSj 

-air"U 

"*u"p_enerima hibah-bansos harui berLadun h.rk.,rrr.
Hal ini juga membuat anggaran hibah_bansos
APBD Perubahan 201b sebJ*"np Za -i[u" f"t*,tidak jelas nasibnya.

Sekda- Klungkung putu Gede Winastra men-
gu_ngkapkan. sisa dan^a, hibah dan bansos yang
belum dicairkan per 81 Agustus ZOiS ,""iir"-
m.asing Rp 7.420.I27.0tr0 dan np rSr.OOO.Oij6.
Pihaknya menahan auna te"'sel.rJ-.".ilir
menunggu adanya perubahan peraturan Bupati
ya.ng mengacu Permendagri No.39 Tahun 2bt2
1e!aga! perubahan dari permena"g"i-iv". ez
tahgn 2011. "Kami masih menunezu i"""".""
',Tfjt!"o,denga1!l_U-No..zaTahir-ni}li;;"scupertegas dengan SE Mendagri No.900/4 AZiS,ll
terangrrya, Selasa (8/9) kemarin
, Dalam Permendagri No.B2 Tahun 2072, mer_

eKa.yang dapat menerima (objek) dana hibah
_meliputi 

pemerintah, pemeriniah d;";;;;;r,
perusanaan daerah, masyarakat. dan organisasi
remasyarakatan. Sementara pada UU No. Zg
Tllq 2,0.1 a. yq n g diqerte,gas s n N".bocv+a^ii7s"r,
DelanJa hrbah dapat diberikan kepada pemerintah
pusat, pemerintah daerah BUMN/BUMD dan
badan, le.mbgSq, serta organisusi k"musva"ako_
tan yang berbadan hukum Indonesia. ,,Sil;l;;u
hibah-bansos belum dicairku". t<"-i'tufi;; ;;"
*u"lgqg" kepastian dan perubaha., p"rut""".,
Dupa[r, rcgasnya.

- 
Pejabat asal Tabanan itu mengatakan, tidak

a_da^masalah pada anggaru" lu".'or_nilui, yi"s
suqan carr pada anggaran induk 20lb, karena
suoarr ada permakluman terhadap KUA/PPAS
yang-prosesnya sudah berjalan sebelum lahirnyaUU No.2B Tahun 201.4. pemk"i Ki;;k;s
mengalokasikan dana hibah pada apeD- t0io
g.eb9sq1 Rp 87.998.784.400 ,iu" au"" U"i.""
R_p 1.. 662. b00. 000. Terkai_! _"ryiU il;;"" 

"^ 
Iio

?|. 0:80,0 900 pada APBD p*""t;i?;;bi;,
prnaKnya belum berani memastihan, menginsat
rancangan APBD perubahan masih dir""i?f.Z.i
oleh tim gubernur. (dwa)

Ecrisi' nsllhffi VWhZoSt. .
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PPK Pembuatan
Jembatanlemukih
Dituntut 1,5 Tahun

Denpasar,(Bali Post) -

., Fid*F.$*San korupsi pembangunan jembatan
S L€muxrrt. Buteleng, dengan terda-kwa peiabat
r^embuat Komrtmen (ppl{), I Made Suitra, Silasa
(wv) I(emann alsmss rki sjdang tuntutan. Di depan
*Sj".E hakim pimpinan Ged6 Haryadi, jFU'ae
A+r.dlrk. menyatakan terdakwa terbukti bersalah.
s-enmgga menuntut ppK itu dengan hukuman pi_
dana selama satu tahun e"a- fftan 1i,s-t"fr"r.lDalam,sidang di pengadlU" fipikor-if""_
pasar. Jaksa ;uga menuntut supaya menghukum
terdakwa d^enda Rp b0 juta subsider b br.rlu.,
Kurungan.. Sebagaimana yang disampaikan di
mu_ka persrdangan. jaksa menyatakan terdakwa
99cg.a sq! dan_meyakinkan bersalah melakukan
trnctal{. prdana korupsi secara bersama_sama dan
perla,nlu-t:_sgpagaimana diatur dan djancam dalamrasal J UU Nomor 3l Tahun 1999 tentane pem_
berantasan Tindak pidana xo*p.i, .lUil;";;"u
yangtelah diubah dan ditamun al"gu" ffiXolzo
Tahun 2001jo pasal b5 ayat 1 ke i'K[ilin 

-'" 
.

. F:9SIytl pada pembac"u" f.".i-p-Ju", iut.rurcnebfi dahulu membacaka n sejumlahpertirnban_
,eanr 

pi a nlqrq nva ya n g memberatt ."'p"-rl-"rl"
_cerdakwa ttdak mendukung upaya pemerintah da_
lam pemberantasatr kon psidar, ;il;c,G;6;;"_
flll neC€Ja. Yang meringan-kan. beriikap soparl
D€.rterus te-rang, merasa bersalah. menvesal dantrdafi menkmati uang hasil kerugian .,egara.
^ usat pembacaan tuntutan, kuasa hukumSuitra, Made Sudana dkk., ;;";;;k";";;"
m^enyampaikan pledoi dalam sidang berikutnva.
Droang 

?k.ar.t..dilanJytkan pekan depan dengan
agefrq-a pledor. pungkas majelis hakim.
__lJduT dakwaan dijelaskan. jika Suitra sebasarrrn, melakukan pe_nyelewengan anggaran urrtlrrk
pemD,angunan ;.embatan pangkung L,ebone dan
i"llg5TCApr,ch rJesa t emukih. Sawan. BuJeleng.
rvroous yang drgunakan terdakwa asal yeh Em_

lAs: Ilftglgtersama rekanan.dan ppTK yang
Jugl :uoan dla9r kan tersangka yaitu dengan mem_
ouat laporan frktff pembangrinan jembaian ini.
, rroses pembangunan jembatan tahap I vans se_

31 1t.ny, g T"ny.elesaikan 40 persen pembanguiarr,
nanya ctrselesa*an 20 persen saja. Namun dalampertanggungjawabannya, para tersangka mem_
Duar laporan tiktif seolah_olah pekeriaan sudah
selesai sesuai kontrak. Akibut p""U"ut"i,*turaniiil
negara dirugikan Rp 669 juta-. Cmn3ij

Edisi
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RAPBD Bali20I6
Rp 5,4 Triliun
Denpasar (Bali Post) -

Pemppov Bali merancang RAPBD 2016
sebesarlRp 5,4 triliun lebih. Rancangan ini
disaf,rpaikan Gubernur Bali Made Mangku
Pastika dalam Rapat Paripurna DPRD BaIi
terkait Ranperda APBD 2016 serta Ranperda
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, Selasa (8i9) ke-
martn.

Penyusunan APBD 2016 salah satunya
mengacu pada Dokumen Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Ang-
garan 2016. Pertumbuhan ekonomi Bali
diprediksi berada pada kisaran 6,83 sampai
7,56 persen. Tingkat kemiskinan diperkira-
kan berada pada kisaran 3,75 sampai 3,83
persen, lebih rendah dari tahun 2015 sebesar
3,78 sampai 3,86 persen, dan tahun 2014
sebesar 4,76 persen. Demikian pula tingkat
pengangguran di tahun 2016 diprediksi tu-
run menjadi 1,77 sampai 1,82 persen.

Pendapatan daerah diperkirakan Rp 5,1
triliun lebih, terdiri atas Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Rp 3,35 triliun, dana perim-
bangan Rp 985 rniliar lebih. dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah Rp 810 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan
Rp 5,4 triliun lebih. Belanja daerah terdiri
atas belanja tidak_l44gsung Rp 3,9 triliun

BPI( l.ll Pcrwal<ilarr [-'rovinsi Bali

lebih dan belanja langsung Rp 1,4 triliun
lebih. Defrsit antara pendapatan dan belanja
daerah Rp 266 miliar lebih akan ditutupi
dari perkiraan Silpa Tahun Anggaran 2015.
Pemprov Bali antara lain memprioritaskan
anggaran untuk memenuhi kebutuhan wajib
seperti pendidikan dan kesehatan. Alokasi
anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar
19,07 persen dari total APBD. Sedangkan
alokasi anggaran un{uk fungsi kesehatan
dialokasikan sebesar111 persen dari total
APBD.

Anggota Komisi IV DPRD Bali, Nyoman
Parta, mengkritik alokasi anggaran untuk
pendidikan yang belum mencapai 20 persen.
Padahal, Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas) telah mengamanatkan
agar dana pendidikan harus minimal 20
persen atau tidak boleh kurang dari itu.

"Kita akan perjuangkan agar menjadi 20
persen dengan melakukan penyisiran pro-
gram yang tidak perlu," ujarnya.

Sementara itu. anggota Komisi II DPRD
.Bali,,A.A.. Ngurah Adhi Ardhana,.menga-
takan, alokasi anggaran pendidikan juga
harus concern pada pendidikan menengah.
Bagaimana agar masyarakat tidak dib-
eratkan dengan biaya pendidikan. Selain
itu, pihaknya menyoroti alokasi anggaran
untuk pertanian dan kelautan justru lebih
banyak pada sektor perikanan kecimbang
pertanian.

"Kami juga mempertanyakan adanya
alokasi untuk program I\IPBEI'dalam
pengembangan aksesibilitas kepariwisataan,
karena MP3EI sudah tidak masuk dalam
RPJM Presiden Jokowi," ujarnya. (kmb32)

Edisi
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Hal 6

Soal Dana Pengamanan Pilkada

Dewan Tuding Eksekutif Kurang Gereget
Bangli (Bali Post) -

Pemkab Bangli selama ini sem-
pat mewacanakan akan meng-
gunakan anggaran mendahului
pembahan untuk mencairkan dana
pengarnanan pilkada. Namun,
hingga saat ini xencana tersebut
tidak kunjung terlaksana. Ketua
DPRD Bangli.Ngakan Kuta Par-
wata, Selasa.(8/9) mengatakan,
untuk mencairkan dana penga-
manan pilkada sejatinya pihaknya
sudah.bersepakat menggunakan
anggaran mendahului perubahan.
Hanya saja. kesepakatan dewan
tersebut tidak dibarengi sikap
gereget eksekutif.

Sampai saat ini belum ada penggunaananggaranperubahan
permintaan dari pihak eksekutif mendahului pada dasarnya dibole-
untuk menggunakan anggaran hkan. Sepanjangtidak bertentangan
mendahului itu. "Kita dari awal denganUU.Adapunanggaranmen-
sudah siap memberil<an rekomen- dahului yang direncanakan Rp 2,2
dasi untuk bisa menggunakan miliaruntuk< kepolisian dan Rp 300

Kodim. Dana tersebutanggaran mendahului agar danaanggaran mendahului agar dana juta untuk Kodim. Dana tersebut
keamanan pilkada bisa segera bersumber dari sisa lebih perhitun-
direalisasikan. Tetapi eksekutif gan anggaran sebelumnrla (Silpa)
tidak meminta surat rekomen- 2014."KalaukitamenunezuAPBDtidak meminta surat rekomen- 2014."KalaukitamenungguAPBD
dasi padahal kita sudah sangat Perubahan tahun 2015, kemung-dasi padahal kita sudah sangat Perubahan tahun 2015,
menunggu," terangnya. kinan akhir September sampai

Ditambahkan Ngakan Kutha, Oktober baru biia,.direalisasikan.
sebagaimana tein\usan surat hasil Sementara tahapan pilkada telah
koordinasi dan konsultasi yang berjalan dan dan-a keamanan yang
dilakukan Pemkab Banglike Biro selamainiditalangiPolrijugasudah
Ku.urgu. J"tdu P"*rygr Buli, menipis," ujarnya. (kmb40)
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Soal Usulan Perubahan Zona Perlindungan I'ahura v/

Surat Permohonan Penj abrtBupa
ewan4r!LsepengetahuTanp

Mangupura (Bali Post) -
Sural permohonan Penjabat (Pi.) Bupati Badung

ke Gubeinur Bali agar diadakan perubahan zona
blok perlindungan Tahura Ngurah Rai, menjadi pe11
gunjingan. Pasalnya, surat dengan Nomor 610/3739/
Sekietlni tanpa sepengetahuan DPRD Badung.

"Kalau ada perubahan perda
harus perda lawannya. ArtinYa
harus ada lewat pariPurna,
sebaiknya seperti itu," ungkaP
Ketua Komisi II DPRD Badung
Dirgayusa saat dikonfirmasi.
Selasa (8/9) kemarin.

Langkah Pj. Bupati Badung
yang meminta Gubernur BaIi
mengubah blok perlindungan
menjadi blok pemanfaatan,
diakui politisi PDI Perjuangan
ini, tanpa ada komunikasi den-
gan jajaran legislatif. Padahal,

dalam perubahan zona agar
rencana pembangunan long
storage di alur muara Tukad
Mati sepanjang 1.700 meter
dengan lebar 50 meter harus
melalui mekanisme yang jelas.
"Kami belum diajak komunika-
si terkait itu. Sepengetahuan
kami, perda itu perundang-
undangan daerah. Kalau itu
dianulir yang menganulir ada-
Iah pembuat perda itu sendiri.
Tetapi kalau di luar itu, ya...
pelanggaran," tegasnya.

Kendati perubahan tersebut
untuk kepentingan masyarakat
banyak, kata Dirga, harus
melalui komunikasi dengan
dewaffiang membidangi.
"Setidaknya harus dikomu-
nikasikan, karena keinginan
atau ide yang baik kan harus
dibicarakan dengan baik dan
atwan main yang benar. Kalau
tidak seperti itu, untuk aPa
buat perda." katanya sinis.

Kabag Humas dan Pro-
tokol Pemkab Badung A.A.
Gede Raka Yuda menegaskan,
proyek normalisasi muara
Tukad Mati merupakan hasil
kesepakatan bersama antara
eksekutif dengan legislatif,
sehingga dapat dianggarkan
dalam APRD. "Dewan juga

sudah mendelegasikan ke ekse-
kutif. Jadi, apa pun berkenaan
dengan proyek tersebut adalah
kewenangan eksekutif, kar-
ena sudah dianggarkan dalam
APBD," katanya.

Disebutkan, surat permoho-
nan perubahan zona dari blok
perlindungan meirjadi peman-
faatan adalah tugas admin-
istrasi bupati selaku kepala
pemerintahan. 'Apa yang di-
Iakukan penjabat bupati ada-
lah dalam rangka melakukan
tugas administratif dari pelak-
sanan APBD yang merupakan
produk bersama yang men-
jadi program bersama juga.
sehingga menjadi kewajiban
eksekutif melaksanakannya,"
pungkasnya. (kmb2?)
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